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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Makna dan Pengertian Strategi
Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasi tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan.[footnoteRef:1] [1: J. Winardi, Entrepreneur Dan Entrepreneurship, Prenada Media, Jakarta , (2023), hlm. 102.  ] 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.[footnoteRef:2] [2: Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, (2022), hlm. 763.] 

Menurut Strickland, strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena tekanan-tekanan yang bersifat kompetetitif yang dilancarkan.[footnoteRef:3] Definisi tersebut menitik beratkan strategi sebagai berbagai tindakan keorganisasian yang diterapkan pimpinan organisasi secara sadar, terencana dan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. [3: J. Winardi, Op.Cit., hlm. 106.  ] 

Menurut Jones, strategi merupakan suatu kelompok keputusan, tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-tindakan yang diperlukan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.[footnoteRef:4] Definisi tersebut menitik beratkan strategi sebagai kelompok keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi dan diterapkan dalam berbagai upaya dan tindakan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. [4: Ibid. ] 

Menurut Onong Uchjana Effendy, strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.[footnoteRef:5] Sedangkan menurut Ahmad S. Adnanputra, strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), dimana rencana merupakan produk dari perencanaan (planning) yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen.[footnoteRef:6] Definisi tersebut menitikberatkan strategi sebagai perencanaan dan manajemen yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. [5: Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, (2011), hlm. 32.]  [6: Ahmad S. Adnanputra, Marketing Public Relation Memenangkan Persaingan, PT. Ikrar Mandiri, Depok, (2007), hlm. 106.] 

Menurut J. Winardi, strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tententu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi ada kalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan.[footnoteRef:7] Definisi tersebut menitikberatkan strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau suatu seri manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi sebelumnya. [7: J. Winardi, Op.Cit., hlm. 112. ] 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah sebuah rencana atau arah tindakan tertentu yang digunakan Satuan Dalmas Polres Pelabuhan Belawan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau kinerja mengendalikan massa, kerusuhan, dan situasi darurat lainnya. Strategi tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit berupa dokumen dan dilaksanakan secara sadar oleh pimpinan dan anggota untuk tujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya di ruang publik.
B. Tinjauan Umum tentang Makna dan Pengertian Pengendalian Massa
Pengendalian massa atau disebut juga dengan istilah Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.[footnoteRef:8] Pengendalian Massa adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan kerumunan massa agar tetap dalam keadaan tertib, aman, dan terkendali. Tujuan utama dari pengendalian massa adalah mencegah terjadinya kerusuhan, kekerasan, atau aksi anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.[footnoteRef:9] [8: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.]  [9: Nur Alfiyan Subha, Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Imnibus Law Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang), Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran, (2024), hlm. 12. ] 

Pengendalian massa mencakup berbagai langkah, mulai dari komunikasi dan pendekatan humanis, penggunaan alat pelindung diri, pengaturan alur lalu lintas, hingga penggunaan kekuatan secara proporsional jika diperlukan. Strategi ini penting untuk menjaga agar unjuk rasa atau kerumunan massa tetap berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan kerusakan atau korban jiwa.[footnoteRef:10] [10: Made Dwi Gupta dkk, Pengendalian Massa Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Merusak Fasilitas Umum (Studi di Polda Sultra), Jurnal Sultra Law Review, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 3479.] 

Pengendalian massa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, terutama kepolisian, untuk mengelola dan mengendalikan kerumunan orang dalam situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusuhan, melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, serta memulihkan situasi menjadi kondusif.[footnoteRef:11] [11: Ibid., hlm. 3479-3480. ] 

Sejarah pengendalian massa oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berakar dari kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat sejak masa awal berdirinya Polri. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat masih cukup rawan karena berbagai konflik dan kerusuhan pasca kemerdekaan. Polri saat itu mulai membentuk satuan-satuan khusus untuk mengatasi kerusuhan dan unjuk rasa yang tidak terkendali. Pada tahun 1950-an, Polri mulai membentuk satuan-satuan khusus seperti Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki tugas utama pengendalian massa dan penanggulangan kerusuhan. Keberadaan satuan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. 
Seiring perkembangan zaman, pengendalian massa terus berkembang dengan penerapan strategi yang lebih terorganisasi, termasuk penggunaan teknologi, peralatan modern, dan pendekatan humanis. Pada tahun 1980-an dan seterusnya, Polri meningkatkan profesionalisme dalam pengendalian massa melalui pelatihan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ketat. Pasca reformasi 1998, Polri melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi, termasuk dalam penanganan massa. Pengendalian massa diarahkan tidak hanya pada kekuasaan tapi juga pendekatan persuasif dan hak asasi manusia. Secara umum, sejarah pengendalian massa oleh Polri merupakan bagian dari evolusi penegakan hukum dan keamanan yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat secara manusiawi dan profesional.[footnoteRef:12] [12: Glenn Richard Pandelaki, Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 6, No. 5, (2018), hlm. 158.] 

Pengendalian massa seringkali diperlukan dalam berbagai situasi, seperti:
1. Demonstrasi: Aksi unjuk rasa yang tidak terkendali dapat berujung pada anarkisme.
2. Kerusuhan sosial: Konflik sosial yang meluas dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.
3. Bencana alam: Kerumunan massa yang panik saat terjadi bencana alam dapat menghambat upaya penyelamatan.
4. Acara besar: Konser musik, pertandingan olahraga, atau acara keagamaan yang dihadiri banyak orang dapat menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.[footnoteRef:13] [13: Made Dwi Gupta dkk, Op.Cit., hlm. 3480.] 

Pengendalian massa yang efektif didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:
1. Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan harus sebanding dengan tingkat ancaman. 
2. Necessity: Penggunaan kekuatan hanya dibenarkan jika tindakan lain tidak efektif.
3. Legalitas: Semua tindakan pengendalian massa harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Humanitas: Penanganan massa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[footnoteRef:14] [14: Ibid. ] 

Teknik pengendalian massa yang umum digunakan antara lain:
1. Komunikasi: Menjalin komunikasi dengan massa untuk memahami tuntutan dan aspirasi mereka.
2. Negosiasi: Mencari solusi damai melalui perundingan dengan perwakilan massa.
3. Pemisahan massa: Memisahkan kelompok massa yang berpotensi konflik.
4. Pengamanan jalur: Menutup atau mengalihkan arus lalu lintas untuk mencegah kerumunan massa yang lebih besar.
5. Penggunaan kekuatan fisik: Sebagai upaya terakhir, dapat digunakan kekuatan fisik untuk membubarkan massa yang anarkis.[footnoteRef:15] [15: Ibid. ] 

Polisi dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mendukung tugas pengendalian massa, seperti:
1. Tameng: Melindungi petugas dari lemparan benda dan serangan fisik.
2. Tongkat: Digunakan untuk mendorong massa dan menjaga jarak aman.
3. Gas air mata: Digunakan untuk membubarkan massa yang sulit dikendalikan.
4. Meriam air: Digunakan untuk mendinginkan suasana dan mendorong massa mundur.[footnoteRef:16] [16: Ibid. ] 

C. Tinjauan Umum tentang Pengertian Unjuk Rasa
Penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa atau demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpian Hamzah, bahwa gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicitacitakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.[footnoteRef:17] [17: Muhammad Gazali Rahman, Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskiptif Melalui Pendekatan Hukum Islam), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, (2015), hlm. 336.] 

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.[footnoteRef:18] [18: Adrianus Meliala, Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis, Indonesian Of Criminilogy, Jakarta, (2021), hlm. 217.] 

Pengertian Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.[footnoteRef:19] Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. [19: Maulida Fatimah, Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah, Uins Indonesia, Depok, (2024), hlm. 76.] 

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak.[footnoteRef:20] Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah.[footnoteRef:21] [20: Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, (2022), hlm. 27.]  [21: Ibid. ] 

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada UndangUndang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai denagan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.[footnoteRef:22] [22: Haqqul Yaqin, Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia, eLSAQ Press, Yogyakarta, (2019), hlm. 268.] 

Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal terebut secara kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa adalah tindakan masyarakat yang menyampaikan pendapat, aspirasi, atau ketidakpuasan secara langsung kepada pihak berwenang atau masyarakat umum melalui demonstrasi di tempat umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan damai sebagai bentuk ekspresi hak kebebasan berpendapat dan menyuarakan aspirasi sosial, politik, atau ekonomi. Unjuk rasa merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menjaga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaan unjuk rasa harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.
D. Tinjauan Umum tentang Makna Anarkis
Anarki merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut Kamus Hukum bahwa anarki disebut sebagai anarchie yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan.[footnoteRef:23] [23: J.C.T. Simorangkir dkk,  Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, (2021), hlm. 8.] 

Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macthstaat).[footnoteRef:24] [24: C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, (2022), hlm. 346.] 

Anarkisme yaitu suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuasaan negara atau teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.[footnoteRef:25] [25: Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, Jurnal Lex Administratum, Vol.12, No. 5, (2023), hlm. 6.] 

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.[footnoteRef:26] [26: Dedy Indriyanto, Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan, Jurnal Kemanan Nasional, Vol. 9, No. 2, (2023), hlm. 452.] 

Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/ dihancurkan. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya.[footnoteRef:27] [27: Ibid. ] 

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerah (offensive) atau bertahan (diffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Anarki adalah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian masal, sampai pembunuhan, penjarahan dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Jadi, unjuk rasa anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa unjuk rasa. Akan tetapi unjuk rasa sekarang tidak lagi berlangsung tertib.[footnoteRef:28] [28: Ibid. ] 

E. Tinjauan Umum Polres Pelabuhan Belawan
Polres Pelabuhan Belawan adalah salah satu instansi kepolisian yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pelabuhan terbesar di Sumatera Utara, yakni Pelabuhan Belawan. Sejak dibentuk, Polres ini telah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum serta melayani masyarakat. Awal mula berdirinya Polres Pelabuhan Belawan tidak terlepas dari perkembangan pelabuhan sebagai pusat perniagaan dan transportasi di kawasan Sumatera Utara. Pelabuhan ini memiliki sejarah panjang yang dimulai pada era kolonial Belanda, ketika Belawan ditetapkan sebagai pelabuhan pengangkutan utama. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan kedatangan kapal-kapal internasional, kebutuhan akan keamanan di pelabuhan semakin mendesak.
Pada tahun 1980-an, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan arus barang, Polres Belawan dibentuk dengan tujuan utama mengatasi tantangan hukum dan ketertiban yang muncul di kawasan pelabuhan. Polres Pelabuhan Belawan resmi berdiri pada tahun 1998 sebagai bagian dari reformasi kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi.
Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, Polres Pelabuhan Belawan terus mengembangkan infrastruktur dan fasilitasnya. Pembentukan unit-unit kepolisian spesialis, seperti Satreskrim dan Sabhara, merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai kejahatan, termasuk penyelundupan, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir yang sering terjadi di kawasan pelabuhan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Polres Pelabuhan Belawan juga berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Bea Cukai dan Angkatan Laut, untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih terintegrasi. Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan di area pelabuhan, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan.
Polres Pelabuhan Belawan mengemban berbagai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Beberapa tugas utama antara lain:
1. Penegakan Hukum: Polres ini berfokus pada penegakan hukum dengan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang terjadi di area pelabuhan.
2. Pengawasan dan Patroli: Melakukan patroli rutin di area pelabuhan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan. Tim patroli dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mendeteksi dan menanggulangi ancaman.
3. Pelayanan Publik: Memberikan layanan kepada masyarakat, baik dalam hal pengaduan maupun penyelesaian konflik. Polres ini juga membuka jalur komunikasi yang efisien melalui platform media sosial dan hotline.
4. Kerjasama dengan Instansi Lain: Polres Pelabuhan Belawan aktif menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang beraktivitas di pelabuhan.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan pentingnya menjaga keamanan bersama.
Polres Pelabuhan Belawan merupakan salah satu instansi kepolisian yang cepat beradaptasi dengan teknologi modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Polres ini telah menerapkan sistem informasi kepolisian guna memudahkan pengawasan dan pelaporan. Penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan kejahatan oleh masyarakat menjadi salah satu inovasi yang diimplementasikan. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan kejadian secara langsung tanpa harus datang ke kantor polisi, sehingga mempercepat penanganan kasus. Selain itu, menggunakan teknologi pengawasan seperti CCTV di berbagai titik strategis di pelabuhan untuk meningkatkan efektivitas patroli dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan.[footnoteRef:29] [29: Polres Pelabuhan Belawan, Sejarah Pembentukan Polres Pelabuhan Belawan, melalui https://polrespelabuhanbelawan.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2026, pukul 01.11 Wib.] 

Sebagai instansi yang bertanggung jawab di kawasan pelabuhan besar, Polres Pelabuhan Belawan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah maraknya praktik penyelundupan dan kejahatan lintas batas. Keberadaan pelabuhan yang berdekatan dengan negara lain membuat daerah ini rawan terhadap aktivitas ilegal. Selain itu, pengelolaan lalu lintas barang dan manusia di pelabuhan sering kali menjadi masalah. Padatnya aktivitas di pelabuhan seringkali menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, Polres Pelabuhan Belawan terus mencari solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan ini. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak warga yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga keamanan, sehingga Polres perlu aktif dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat.[footnoteRef:30] [30: Polres Pelabuhan Belawan, Sejarah Pembentukan Polres Pelabuhan Belawan, melalui https://polrespelabuhanbelawan.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2026, pukul 01.11 Wib.] 

Polres Pelabuhan Belawan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pemrograman bakti sosial, vaksinasi massal, dan seminar tentang kesadaran hukum. Kegiatan sosial ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga membangun citra positif kepolisian di mata publik. Keterlibatan Polres dalam kegiatan sosial membuktikan bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya fokus pada penegakan hukum semata.[footnoteRef:31] [31: Polres Pelabuhan Belawan, Sejarah Pembentukan Polres Pelabuhan Belawan, melalui https://polrespelabuhanbelawan.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2026, pukul 01.11 Wib.] 

Polres Pelabuhan Belawan juga selalu aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya tawuran antar warga yang sangat merugikan pengguna jalan raya yang melintasi area tersebut. Seperti diliput dari Hariansib.com,  seratusan warga Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, menggelar aksi unjuk rasa damai di Polres Pelabuhan Belawan, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026), menuntut agar para pelaku tawuran ditindak tegas dan melakukan pembinaan terhadap pelaku tawuran yang masih bisa dibina. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadi tawuran berkelanjutan, warga berharap personel Polres Pelabuhan Belawan, hendaknya tetap berjaga-jaga atau melakukan patroli malam hingga dini hari.[footnoteRef:32] [32: Polres Pelabuhan Belawan, Sejarah Pembentukan Polres Pelabuhan Belawan, melalui https://polrespelabuhanbelawan.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2026, pukul 01.11 Wib.] 

Menurut warga, aksi tersebut terpaksa mereka lakukan, karena aksi tawuran di Kelurahan Bagan Deli, sudah sangat meresahkan atau sangat menganggu kenyamanan, karena para pelaku disinyalir melakukan pengrusakan rumah, serta pembakaran meja dagangan warga. Dalan aksi tersebut, seratusan massa yang sempat terkonsentrasi di depan Polres Pelabuhan Belawan, atau sebagian berkumpul di badan Jalan Raya Pelabuhan, sempat menganggu arus lalu lintas.[footnoteRef:33] [33: Pally Simangunsong, Warga Bagan Deli Tuntut Polres Belawan Tindak Tegas Pelaku Tawuran, melalui https://www.hariansib.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2026, pukul 02.00 Wib.] 
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